
1. Undang-Undang Nomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal142 ayat (1)Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program
dan kegiatan satu tahun yang merupakan komitmen
perangkat daerah untuk memberikan kepastian kebijakan
dalam untuk melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan;

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna
menjamm keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah;
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11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Tamahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
8erkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4817);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraNomor4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2018 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tabun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun
2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
Nomor 3);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Infomasi Pemerintaban Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerab Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Barito Kuala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional
untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)adalah
dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

14. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang se1anjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat
daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan
dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALATAHUN2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



16.Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito adalah :
1)Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5) Satuan Polisi Pamong Praja
6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7)Dinas Sosial
8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9)Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

10)Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11)Dinas Lingkungan Hidup
12)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14)Dinas Perhubungan
15)Dinas Komunikasi dan Informatika
16) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
17)Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18)Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
19)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20)Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
21)Dinas Perkebunan dan Petemakan
22)Sekretariat Daerah
23)Sekretariat DPRD
24)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
25)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
27) Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan
28) lnspektorat Daerah
29) Kecamatan Tabunganen
30)Kecamatan Tamban
31)Kecamatan Mekarsari
32)Kecamatan Anjir Pasar
33) Kecamatan Anjir Muara
34)Kecamatan Alalak
35) Kecamatan Mandastana
36) Kecamatan Belawang
37)Kecamatan Wanaraya
38) Kecamatan Barambai
39) Kecamatan Rantau Badauh
40) Kecamatan Cerbon
41)Kecamatan Bakumpai
42)Kecamatan Marabahan
43)Kecamatan Tabukan
44) Kecamatan Kuripan
45) Kecamatan Jejangkit
46) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),seperti :
a. Program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD, lintas SKPD yang

berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya
atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian
sasaran pembangunan daerah.

(1) Dalam hal Perubahan Renja SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan
dapat dilakukan penambahan danIatau pengurangan pagu anggaran
indikatif serta program, kegiatan dan sub kegiatan apabila belum
tertampung dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertirnbangan bagi analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD
yang bersangkutan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhimya triwulan yang
bersangkutan.

(1) SKPDmembuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan
dan indikator kinerja dari masing-masing target yang telah ditetapkan
dalam Renja SKPDTahun 2021 dan/atau APBDTahun Anggaran2021.

Pasal 4

(2) Renja SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),menjadi :
a. acuan penyusunan Rencana Kerjadan AnggaranSatuan KerjaPerangkat
Daerah (RKA-SKPD);

b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan
APBDTahun 2021.

c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk
memastikan APBDtelah disusun berlandaskan RKPD.

(1) Renja SKPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator
kinerja, kelompoksasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Pasal3

(2)Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(1)Renja SKPDTahun 2021 merupakan penjabaran Renstra SKPD, RKPD
Kabupaten Barito Kuala, kondisi lingkungan strategis daerah, dan hasil
evaluasi Renja SKPDtahun sebelumnya.

Pasal2

BAB II
RENCANAKERJAPERANGKATDAERAH



lhsDAERAH
ITO KUALA,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal6

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

(3)Penambahan danjatau pengurangan pagu anggaran indikatif serta
program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.


